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TENDER PROYEK REVITALISASI TAMAN WISATA LOANG 

BALOQ DIGELAR JUNI 

 

 

Sumber:https://www.bing.com/images/search?q=taman wisata 

 

Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram menargetkan tender proyek revitalisasi 

Taman Wisata Loang Baloq (TWLB) yang ada di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan 

Sekarbela akan dibuka pada awal bulan Juni 2021 mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Kota 

Mataram H Nizar Denny Cahyadi mengatakan, saat ini proyek dengan anggaran sekitar Rp11 

miliar tersebut masih dalam proses perencanaan. 

“Sekarang tahapanya masih proses perencanaan dengan sistem penunjukan langsung 

senilai Rp100 juta. Dari hasil perencanaan kita bisa lihat gambar dan rencana anggaran 

belanja berapa, setelah final barulah kita lakukan tender,” katanya, Rabu (28/4/2021). Ia 

menjelaskan, apabila proses tender berjalan lancar, maka awal Juli 2021 pemenang sudah 

bisa diumumkan. Selanjutnya pertengahan Juli pemenang hasil tender dilaporkan ke 

pemerintah disusul dengan pengerjaan proyek fisik yang dimulai sekitar akhir Juli sampai 

awal Agustus mendatang. “Kita targetkan pengerjaannya bisa rampung dalam lima bulan 

terakhir tahun 2021,” tuturnya. 
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Dengan anggaran tersebut, selain untuk pemugaran nantinya akan dibangun beberapa 

fasilitas pendukung seperti panggung, plaza, panggung air, toilet, taman bermain, menara 

pantau, dan lain-lain. Denny berharap, kedepannya Taman Wisata Loang Baloq dapat 

menjadi sarana rekreasi sekaligus pusat pertunjukan seni dan budaya. “Nantinya kegiatan 

atraksi budaya seperti Peresean, Gendang Beleq dan lain sebagainya itu dapat digelar di 

panggung yang telah kita sediakan,” ungkapnya. Sementara itu, terkait dengan pengelolaan 

Taman Wisata Loang Baloq kemungkinan akan diserahkan kepada kelompok sadar wisata 

(pokdarwis) yang ada di sekitar wilayah tersebut. “Tujuannya, agar keberadaan fasilitas 

hiburan masyarakat itu bisa terpelihara dan dikelola maksimal sehingga bisa menjadi sumber 

pendapatan daerah,” ujarnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://insidelombok.id/berita-utama/tender-proyek-revitalisasi-taman-wisata-loang-

baloq-digelar-juni/, Diakses 29 April 2021; 

2. https://www.suarantb.com/proyek-taman-loang-baloq-diharapkan-tidak-dikerjakan-

rekanan-abal-abal/, Diakses 17 April 2021; 

 

Catatan: 

 Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan 

sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
i
 

 Dalam Pasal 2 ayat (1) proses pelaksaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan  

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi: 

a) persiapan Pengadaan Barang/Jasa; 

b) persiapan Pemilihan Penyedia; 

c) pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi; 

d) pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi; 

e) pelaksanaan Kontrak; dan 

https://insidelombok.id/berita-utama/tender-proyek-revitalisasi-taman-wisata-loang-baloq-digelar-juni/
https://insidelombok.id/berita-utama/tender-proyek-revitalisasi-taman-wisata-loang-baloq-digelar-juni/
https://www.suarantb.com/proyek-taman-loang-baloq-diharapkan-tidak-dikerjakan-rekanan-abal-abal/
https://www.suarantb.com/proyek-taman-loang-baloq-diharapkan-tidak-dikerjakan-rekanan-abal-abal/
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f) serah terima hasil pekerjaan.
ii
 

 Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain 

Tender/Seleksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d menggunakan metode: 

a. E-purchasing; 

b. pembelian melalui Toko Daring; 

c. Penunjukan Langsung; 

d. Pengadaan Langsung; atau 

e. eTender Cepat.iii 

 

Endnote/ Catatan Akhir 

                                                           
ii
 Perka LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 

ii
 Pasal 2 (1) Perka LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 

iii
 Pasal 2 (2) Perka LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 

 

 

 

Disclaimer: 

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi 

publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 

 

 


